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STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi terkait Rancang dan
Bangun yang sudah diatur sebelumnya dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi perlu disempurnakan;

b. bahwa untuk lebih mendapatkan Penyedia Jasa
yang diyakini mampu melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, perlu
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mengatur secara tersendiri tentang Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 16);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
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08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN
PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN
AND BUILD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang
disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan
APBD.

3. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah
unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada.

4. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah
Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan
Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan
Penyedia jasa. Kelompok Kerja (Pokja) terlebih dahulu ditetapkan
oleh PA/KPA/Kepala Daerah.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pekerjaan.
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6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang
selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.

7. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan
Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design
and build).

8. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja
dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha
antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing,
yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum
atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium
lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) dimana
konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh
penyedia jasa kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia jasa.

11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.

12. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya, dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan
pelaksanaan konstruksi.

13. Penyetaraan adalah penyesuaian/penyetaraan penawaran teknis
dari beberapa peserta terhadap kriteria dan/atau data teknis yang ada
maupun yang diperbarui untuk mendapatkan rancangan terbaik
dalam mencapai hasil/kinerja konstruksi dan dituangkan dalam
addendum dokumen pelelangan.
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14. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design And Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari
kontrak.

15. Kontrak Lump Sum adalah jenis kontrak pekerjaan konstruksi
terintegrasi rancang dan bangun (Design And Build ) atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang
mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya
ditanggung oleh penyedia jasa.

16. Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump sum yang selanjutnya
disebut Kontrak Gabungan adalah kontrak yang merupakan
gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang
diperjanjikan.

17. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/
Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur
Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Design and Build).

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Build) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan
efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Pendanaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Build);

b. Kriteria Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Build);

c. Metode Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design
and Build);

d. Jaminan dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design
and Build); dan

e. Penyelesaian Sengketa Administratif dalam Pekerjaan Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Design and Build)
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